
 

 

 

 

 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025–2045 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANJUNGPINANG,  

 

 Menimbang   :    a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah 

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah 

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah; 

           b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan 

Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

 



 

 

           c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045, Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota 

untuk segera membahas RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 

2025-2025 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN 

Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, 

dan RTRW Kabupaten/Kota, dan selanjutnya 

Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 paling lambat 

Minggu Keempat Bulan Agustus Tahun 2024; 

        d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2025-2045; 

 

 Mengingat     :    1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

   2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

           3.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik, Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4237); 

           4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

           5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 

 

           6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

           7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

            8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



 

 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024          

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4817);  

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan    

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 



 

 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

     16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019       

Nomor 157); 

   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 

  Dengan Persetujuan Bersama 

          DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

  WALI KOTA TANJUNGPINANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2045. 

 

 



 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 

3. Kepala Daer adalah Wali Kota Tanjungpinang 

4. Perencanaan adalah suatu proses perencanaan untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui 

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Tanjungpinang yang selanjutnya disebut RPJPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 

sampai dengan tahun 2045. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tanjungpinang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun yaitu RPJMD I Tahun 2025-2029, 

RPJMD II Tahun 2030-2034, RPJMD III Tahun 2035-

2039, RPJMD IV Tahun 2040-2045 yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan 

wajib berpedoman pada RPJPD. 

7. Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum 

mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada 

tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun 

yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045. 

8. Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum  

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh 

daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 

dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan 

Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.  

9. Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah kerangka 

kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi 

perlimatahunan guna mencapai target sasaran pokok 

dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 

dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan 

Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045.  



 

 

10. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah 

gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian 

pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi 

RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur 

dengan menggunakan indikator pada level impact dan 

bersifat progresif. Sasaran Pokok ini memperhatikan arah 

(tujuan) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 

2025-2045.  

11. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-

2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari 

kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan 

kondisi ideal yang seharusnya tersedia.  

12. Isu Strategis dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah 

kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah 

karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik 

secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan 

di masa datang.  

Pasal 2 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan 

penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran 

pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua 

puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 

Pasal 3 

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dilakukan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I  : Pendahuluan 

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis 

 d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah 

 e. BAB V : Arah kebijakan dan Sasaran Pokok 

 f.  BAB VI : Penutup 

 

 



 

 

Pasal 4 

(1)  RPJPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  

Daerah ini. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, 

misi, dan program Wali Kota. 

(3)  Dalam penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), harus memperhatikan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional.   

      

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan 

dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan dan pengawasan. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana    

   pembangunan diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas 

kebijakan pembangunan daerah, diperlukan mekanisme 

perubahan. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen 

perencanaan pembangunan jangka panjang daerah 

mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJPD periode 

mendatang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun 

sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun 

waktu RPJPD periode berikutnya adalah sesuai dengan 

kurun waktu RPJPN yang akan datang. 

(2) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal 

sebagai berikut: 



 

 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 

tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah 

yang diatur dalam Peraturan yang berlaku; 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku; 

c. Terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan 

pembangunan nasional; 

d. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak 

dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD 

kurang dari 7 (tujuh) tahun; 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

                                                               Ditetapkan  di Tanjungpinang 
               pada tanggal 21 Oktober 2024                          

    Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG 
 

 

                                                           ANDRI RIZAL 

 

 

       Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 21 Oktober 2024                        
SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

ZULHIDAYAT 
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 73 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 10,32/2024



 

 

 

I. UMUM 

Pembangunan merupakan rangkaian giat yang berkesinambungan 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian giat 

pembangunan tersebut memuat upaya pembangunan yang 

berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dari generasi ke generasi. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam 

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena 

itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita 

dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan 

daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pemilihan 

Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga 

menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan 

pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, 

serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

maka Pemerintah Kota Tanjungpinang menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 

20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045. 

Pelaksanaan RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2045 terbagi 

dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) 

tahunan. RPJPD Kota Tanjungpinang digunakan sebagai pedoman 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  7  TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

TAHUN 2025-2045. 



 

 

dalam menyusun RPJM Daerah Kota Tanjungpinang pada masing-

masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. 

RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana 

pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas 

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tanjungpinang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

 Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 

Pasal 7 

 Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 37 

 


